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PEMERIKSAAN  SEKTOR  PUBLIK           

1.    P e n d a h u l u a n

       a.   Tujuan Pembelajaran

              Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 

           1)  Memahami konsep kharakteristik Valur For Money Audit 

           2)  Memahami dan menjelaskan  Audit ekonomi dan audit efisiensi,
           3)  Dapat memahami dan menjelaskan Audit Efektifitas,

           4) Dapat memahami dan menjelaskan Standar Audit Pemerintahan dan Sektor Publik.

           5)  Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini,

           6)  Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Pemeriksaan (audit) Sektor Publik. 

b.   Pokok  Bahasan
1) Pendahuluan

2) Kharakteristik Valur For Monery Audit,

3) Audit efisiensi dan Ekonomi,

4) Audit Efektifitas

5) Standar Audit Pemerintahan

6) Rangkuman

7)   Latihan Soal dan kasus
c.    Metode Pembelajaran

1)  Metode ceramah ;

2)  Metode diskusi,

3)  Studi kasus dan pembahasan,

4)  Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat

2.   Pokok  Bahasan

a.   Pengantar 

             Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, sebagai pertanggungjawaban maka diperlukan pihak lain yang independen dan obyektif untuk melakukan penilaian atas kelayakan tersebut. Kegiatan penilaian tersebut lajim disebut sebagai audit atau pemeriksaan. Pihak independen dan obyektif tersebut selanjutnya dikenal sebagai auditor, sedangkan pihak yang diaudit disebut sebagai auditan atau auditi. Sedangkan pihak yang menerima hasil pemeriksaan disebit reciepent atau  pihak stakeholder sebagai pengguna atas hasil laporan tersebut.
b.   Kharakteristik Valur For Monery Audit,
      Dalam pemeriksaan konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit keuangan dan kepatuhan audit kinerja (performance audit). Sedangan VFMA lebih luas, yaitu melingkupi  3 E Audit.

      Kharakteristik Audit Kinerja :


                                Ekonomi

                                                                  Audit Manajemen

             3 E              Efisiensi                                                                Audit kinerja

                                                                                                                  (VFMA)

                                Efektifitas                Audit program 

Ad.  1.  Audit  Ekonomi dan Efisiensi :

Ekonomi memiliki arti biaya terendah, sedangkan efisiensi lebih mengacu pada rasio terbaik antara output dengan inputnya.

Tujuan audit Ekonomi dan Efisiensi adalah untuk menentukan :

a) apakah sustu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumberdayanya secara ekonomis?

b) apakah penyebab terjadinya praktik2 yg tidak ekonmis atau tidak efisien, termasuk ketidak mampuan organsasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur dan struktur organisasi ?

      Ad. 2.  Audit Efektifitas :

      Menurut Audit Commision (1986), menyatakan bahwa efektifitas berarti menyediakan jasa-jasa yg benar, sehingga memungkinkan pihak yg berwenang untuk mengimplementasikan kebijakn dan tujuannya.

Tujuan pelaksanaan audit :

a)  menilai tujuan program,

b)  menentukan tingkat pencapain hasil,

c)  menilai tingkat efektifitas program dan atau unsur2 program,

d.  mengidentifikasi faktor2 yg menghambat kinerja,

e)  menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternative un-tuk melaksanakan program,

f.)  apakah program tsb sudah saling melengkapi ?

g)  mengidentifikasi cara untuk dpt melaksanakan program,

h)  menilai ketaatan thdp peraturan dan perundang2an ?

i)  menilai apakah sistem pengendalian manajemen sdh cukup memadai ? 

j)  menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yg syah dan da-pat dipertanggung-jawabkan tentang efektifitas program ?.

Ada tiga Katagori kegiatan  ”VALUE FOR MONEY AUDIT” :
1) By-product VFM  work ;

2) An Arrangement Review, dan

3) Performance Review.

Prasyarat yg harus dipenuhi dalam Audit Kinerja :

1. Auditor  (orang / lembaga),  auditee (pihak yg diaudit) dan recipient (pihak yg menerima hasil audit).

2. Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) dan audit recipient (otoritas yg lebih tinggi),  

3. Independensi antara auditor dan auditee,

4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktifitas yg mwnjadi tanggungjawab    

           auditee oleh auditor untuk audit recipent.

Syarat-syarat menjadi auditor sektor publik (ASP) ;

1) Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit):

a. Memiliki pemahaman tentang akun-akun yg ada serta mentaati perundang-undangan yg berlaku,

b. telah diakui kemampuannya dlm melakukan praktek audit,

c. harus dapat memahami apakh klien telah memanfaatkan sumberdaya yg dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif ?.

2) Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku,

3) Seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung-jawab, karena terdorong kesadaran bahwa audit akan dilaksanakan pada organisasi sektor publik dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Dua prosedur utama dalam melakukan praktek audit kinerja :

1) Management and Technical Review, meliputi :

a. rencana yg matang,

b. terdapat struktur yg memadai,

c. manajemen secara jelas mengkomunikasikan,

d. pelaksanaan diawasi dan dievaluasi

2) Special Studies, sesuai permintaan untuk :

a) penelitian tentang dugaan adanya kesalahan/kecurangan,

b) menilai kecukupan pengendalian internal, dan

c) konsultasi dg manajemen yg berkaitan dengan keuangan khusus atau kinerja, dan

d) mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yg akan berpengaruhn pada operasional dimasa yang akan datang.

          c.     Standar  Audit  Pemerintahan  (SAP)  Tahun  1995 ;

Standar yg digunakan adalah SAP yg dikeluarkan oleh BPK tahun 1995, yg terdiri dari  :

1. Standar umum, meliputi :

a. staf yg ditugasi melaksanakan audit,

b. dalam semua hal yg berkaitan dg pekerjaan audit harus independen, bebas dari gangguan, dan harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yg independen.

c. Wajib menggunakan kemahiran profesinya secara cermat dan saksama,

d. Setiap yg melaksanakan audit ini harus memiliki sistem pengendalian intern yg memadai dan dapat direview oleh pihak lain uh kompeten.

2. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja, meliputi :

a. perencanaan,

b. supervisi,

c. kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan,

d. pengendalian manajemen. 

3. Standar Pelaporan Audit Kinerja, meliputi :

a. bentuk  (laporan harus tetulis dan dapat mengkomunikasikan hasil) setiap audit,

b. ketepatan waktu.

c. Isi laporan mencakup :

1) tujuan, lingkup, dan metodologi audit,

2) hasil audit harus dilaporkan yg signifikan, bila perlu menyimpulkan,

3) merekomendasikan untuk melalkukan tindakan perbaikan atas bidang yg bermasalah,

4) melaporkan berdasar standar audit pemerintahan,

5) kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan,

6) ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangan,

7) melaporkan langsung adanya pelanggaran hukum,

8) pengendalian manajemen,

9) tanggapan pejabat yg bertanggungjawab,

10) hasil prestasi yg patut dihargai,

11) adanya hal2 yg perlu penelaahan lanjut, dan

12) informasi istimewa.

d. Penyajian Laporan 

e. Distribusi Laporan.

d.   Standar Audit Sektor Publik

               Standar audit sektor publik diterbitkan BPK melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN dimaksud memuat persyaratan profesional auditor, mutu pelaksanaan audit, dan persyaratan laporan audit yang profesional. Pelaksanaan audit yang didasarkan pada standar audit akan menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa Apabila auditor melaksanakan pekerjaannya dengan mengikuti standar audit dan melaporkan hasilnya sesuai dengan standar audit maka hasil pekerjaannya diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara serta pengambilan keputusan Pemerintah.

                Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam SPKN istilahistilah yang digunakan tidak sama dengan yang digunakan dalam modul ini. Untuk istilah audit, SPKN menggunakan istilah pemeriksaan, meskipun isinya juga diperuntukkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Selaras dengan penggunaan istilah pemeriksaan tersebut, maka untuk istilah profesi audit, yang dalam modul ini diistilahkan sebagai auditor, dalam SPKN digunakan istilah pemeriksa. Demikian pula standar audit menjadi standar pemeriksaan.
        Dalam uraian selanjutnya pada modul bagian ini, untuk tetap menjaga kesesuaian dengan sumbernya, penggunaan istilah pemeriksaan, pemeriksa dan standar pemeriksaan pada SPKN tetap digunakan. SPKN yang diterbitkan BPK menjadi standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15

Keuangan Daeraviu Laporan

        SPKN dimaksudkan untuk menjadi patokan bagi para auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara agar dapat memelihara kompetensi, integritas, obyektivitas dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan yang dilaksanakannnya. Tujuan SPKN adalah untuk membantu Pemerintah, termasuk instansi dan para pejabatnya dalam menyelenggarakan pengelolaan

dan membuat pertanggungjawaban keuangan negara, yang semakin baik.

Bab ini tidak bertujuan membahas seluruh isi SPKN tetapi menguraikan beberapa bagian penting yang relevan dengan kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat (Bawasda). Hakikatnya kegiatan pemeriksaan dan reviu tidaklah berbeda dan karenanya hal yang berlaku pada pemeriksaan berlaku pula dalam reviu.
      1)   Kerangka Pemikiran

          SPKN diperlukan karena adanya standar pemeriksaan yang dapat digunakan secara nasional sudah merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini. SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan atas semua kegiatan Pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Keuangan Negara yang meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh Pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan hukum lain dimana terdapat kepentingan Keuangan Negara atau yang menerima bantuan Pemerintah. Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan oleh semua instansi atau pejabat yang melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Akuntabilitas diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat ketaatannya pada peraturanPertanggungjawaban manajemennrah
Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk:

1. Mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

2.   Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif.

3.   Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara tepat waktu.

4. Menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud.

          Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik dan menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi.

          Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik dan mempertahankan profesionalisme. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan pemerintahan.

         Tanggung jawab pemeriksa lainnya adalah mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik. Dalam kerangka tanggung jawab tersebut pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam peraturan perundangundangan.

Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lainnya yang dapat mengganggu legitimasi dan nilai-nilai etika entitas yang diperiksa
                  2)    Tanggungjawab Organisasi Auditor Sektor Publik ;.

          Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: (1) independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap penugasan, (2) pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam perencanaan

dan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan hasil pekerjaan, (3)pekerjaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan (4) peer-review yang independen

dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai.

            d.   Standar Umum Pemeriksaan

          Standar umum memberikan kerangka dasar yang penting untuk menerapkan secara efektif standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Dengan demikian, standar umum harus diikuti oleh semua pemeriksa dan organisasi pemeriksa.

Semua organisasi audit bertanggung jawab bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh staf yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Pemeriksa harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tentang keadaan khas yang diperiksa,

serta kaitannya dengan sifat dan jenis pemeriksaan yang dilaksanakan.

Suatu organisasi pemeriksa dapat mempekerjakan stafnya sendiri atau mempekerjakan konsultan luar yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman di bidang tertentu, seperti akuntansi, statistik, hukurn, teknik, desain dan metodologi pemeriksaan, teknologi informasi, administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu aktuaria.

Standar umum menetapkan bahwa pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

Reviu Laporan

3.   E v a l u a s i

a.   Rangkuman

Pemberlakuan SPKN sebagai standar membawa konsekuensi pada personel pemeriksa dan organisasi pemeriksa yang tidak terbatas pada aspek teknis pemeriksaan, seperti perencanaan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, melainkan mencakup pula aspek pengembangan profesionalisme pemeriksaan.

Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan harus: (1) menjelaskan lingkup pengujian pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan tehadap kontrak/perjanjian dan atas pengendalian intern yang berkaitan dengan pelaporan keuangan serta menyajikan hasil pengujiannya, atau  (2)    mengacu kepada laporan terpisah yang berisi informasi tersebut, danR(3)   Standar pelaporan Pemeriksaan Keuangan tambahan ketiga Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai "kondisi yang dapat dilaporkan".

b.   Latihan Soal dan kasus
1. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi pengguna laporan keuangan.

      a. Sebutkan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam penetapan standar akuntansi sektor publik ?

      b.  Kapan standar akuntansi sektor publik dianggap overload ? Jelaskan.

      c. Jelaskan isi pada PSAP No. 04, 05 dan 06 dan apa perbedaan prinsip standar antara akuntansi sektor publik dengan standar akuntansi publik? Jelaskan singkat. 

2.  Dua prosedur utama dalam melakukan praktek audit kinerja sektot publik meliputi ::

(1)  Management and Technical Review, dan  (2) Special Studies,  

       a.    Uraikan dan jelaskan isi prosedur pada kedua prosedur tersebut diatas?

       b.  Sejauhmana pengaruh evaluasi penggunaan dana terhadap efektifitas kegiatan operasional dimasa yang akan datang?

       c.   Bagimana implementasi audit kinerja terhadap kegiatan Investasi pada Sektor Publik?

3.  Standar audit yang digunakan adalah SAP yg dikeluarkan oleh BPK tahun 1995, terdiri dari :  

4. Standar umum,  (2) Standar Pekerjaan Lapangan audit kinerja dan (3) Standar Pelaporan audit kinerja.

       a.   Sebutkan isi kegiatan yang termasuk dalam Standar Umum?

       b.   Sebutkan / jelaskan aktifitas Standar Pekerjaan Lapangan audit Kinerja?

       c.   Sebutkan isi Standar Pelaporan audit Kinerja Sektor Publik (12 item)

PAGE  
1

